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ABSTRAK

Khitan perempuan telah menjadi tradisi yang telah berlangsung lama di dunia,
terutama bagi kalangan umat muslim. Namun, seiring berkembangnya keilmuan
kesehatan, para ahli telah meneliti berbagai jenis khitan perempuan atau P2GP
(Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan). Para ahli telah sampai pada klaim
kesehatan bahwa khitan perempuan atau P2GP berbahaya bagi perempuan yang
dikhitan. Dewasa ini sebagian ulama kontemporer meneliti ulang terkait hukum
khitan perempuan dan istinbath hukumnya. Diantara analisisnya ialah kritik
terhadap keshahihan dalil hadist yang menjadi dasar hukum khitan perempuan dan
juga pertimbangan maslahat dan bahayanya. Oleh karena itu, terjadi perbedaan
pendapat di kalangan ulama kontemporer terkait hukum khitan perempuan. Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dar al-Ifta’ Mesir tentang khitan
perempuan dapat dipahami lebih dalam jika kita menggunakan teori Dawabit al-
maslahah. Teori ini adalah bagian dari usul figh yang mengkaji prinsip-prinsip
maslahat (kebaikan atau manfaat) dalam penetapan hukum Islam. Dawabit al-
maslahah berfokus pada bagaimana menilai dan menentukan maslahat dalam
konteks hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis komparatif,
yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dengan jelas, rinci dan sistematis
mengenai Hukum Khitan Terhadap Perempuan. Kemudian menganalisa dan
mengomparasikan pandangan kedua lembaga fatwa yang telah disebutkan.

Dalam konteks khitan perempuan, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2008
menyatakan bahwa khitan perempuan adalah sunnah, tetapi bukan kewajiban.
Fatwa ini menyarankan agar khitan perempuan dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip kesehatan dan tidak menimbulkan mudharat (bahaya) bagi perempuan
tersebut. Secara umum, fatwa Dar al-Ifta’ Mesir menyatakan bahwa khitan
perempuan tidak wajib dan bahkan bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip kesehatan dan kemanusiaan modern. Mereka berpendapat bahwa khitan
perempuan sering kali tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan dapat
menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, prinsip Dawabit
al- maslahah, yang menekankan perlunya mempertimbangkan maslahat dan
mencegah mafsadah (kerugian), mendukung pandangan bahwa khitan perempuan
dapat membawa lebih banyak kemudaratan daripada manfaat.

Kata Kunci: khitan perempuan, MUI, Darul Ifta’ Mesir
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ABSTRACT

Female circumcision has been a long-standing tradition throughout the world,
especially among Muslims. However, with the advancement of medical science,
experts have studied various types of female circumcision (FGM/C) (female genital
mutilation and cutting). These experts have come to the conclusion that FGM/C is
harmful to the women who undergo it. Currently, some contemporary scholars are
re-examining the ruling on female circumcision and its istinbath. Among their
analyses are criticisms of the validity of the hadith evidence that underpins the
ruling on female circumcision, as well as considerations of its benefits and harms.
Consequently, there are differences of opinion among contemporary scholars
regarding the ruling on female circumcision. The fatwa of the Indonesian Ulema
Council (MUI) and the Fatwa of the Egyptian Dar al-Ifta’ (Islamic Jurisprudence
Council) on female circumcision can be better understood by using the theory of
Dawabit al-maslahah. This theory is part of the usul figh (Islamic jurisprudence)
that examines the principles of maslahat (goodness or benefit) in establishing
Islamic law. Dawabit al- maslahah focuses on how to assess and determine
maslahat in a legal context.

This study uses a descriptive comparative analysis research type, namely research
that aims to describe clearly, in detail and systematically the Law of Female
Circumcision. Then analyze and compare the views of the two fatwa institutions
that have been mentioned.

In the context of female circumcision, a 2008 fatwa from the Indonesian Ulema
Council (MUI) stated that female circumcision is sunnah (recommended), but not
obligatory. This fatwa recommended that female circumcision be performed in
accordance with health principles and not cause harm to the woman. In general,
the fatwa from Egypt's Dar al-Ifta’ stated that female circumcision is not obligatory
and may even be considered inconsistent with modern health and humanitarian
principles. They argued that female circumcision often has no clear medical benefit
and can pose significant health risks. In this context, the principle of Dawabit al-
maslahah, which emphasizes the need to consider benefits and prevent harm,
supports the view that female circumcision may bring more harm than benefit.

Keywords: female circumcision, MUI, Darul Ifta’ Egypt
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Yo w s
032k

ditulis

ditulis
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‘Iddah

C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

1.

Bila ta’ marbiitah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan

sebagainya.

ditulis

ditulis
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1. Bila ta’ marbtah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

S 18

ditulis

Karamah al-Auliya’

2. Bila ta’ marbttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

maka ditulis t atau h.

il 85 ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a
Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + Alif ditulis A
s Jahiliyyah
Fathah + Ya’ Mati ditulis A
= Tansa
Kasrah + Ya’ Mati ditulis I
25 Karim
Dammah + Wawu Mati ditulis U
S Furtd

F. Vokal Rangkap
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Fathah + Ya’ Mati
Fathah + Wawu Mati

5

ditulis

ditulis

Al
Bainakum
Au
Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (°).

5%

w \

ditulis

ditulis

A’antum

La’in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan

al.

LA

Ditulis

Al-Qur’an

2. Bila kata sandang alif lam diikuti syamsyyyah maka ditulis dengan huruf

syamsiyyah setelahnya serta huruf 1 (el)-nya dihilangkan.

slaall

Ditulis

As-Sama’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
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2N A
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Ditulis

Zawi al-Furad

Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitan perempuan telah menjadi tradisi yang berlangsung lama, terutama
beberapa kalangan umat muslim. Fenomena khitan perempuan, yang dalam istilah
medis disebut dengan Female Genitale Mutilation, dari tahun ke tahun selalu
menjadi isu publik. Beberapa suku dan daerah masih tetap melestarikannya dengan
berpedoman pada tradisi nenek moyang.'

Seiring berkembangnya ilmu kesehatan, para ahli telah meneliti berbagai
jenis khitan perempuan atau P2GP (Pemotongan dan pelukaan genitalia
perempuan). Mayoritas beranggapan bahwa praktik khitan terhadap perempuan ini
tidak sesuai dengan ajaran syariat, bahkan dari sisi medis menganggap praktik ini
sebagai bagian dari praktik ilegal.> Pasalnya, praktik ini cenderung memberi
pengaruh negatif terhadap fisik perempuan sebab dilakukan dengan cara mutilasi,
pengirisan, penusukan, maupun pemotongan yang cenderung menghilangkan

syahwat dan memberi efek samping berkelanjutan bagi perempuan.’

' Azizah A, “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama Dan
PERMENKES RI No. 1636/Menkes/Per/X1/2010),” Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam” 19,
No. 2 (2020): 173-86.

2 A Sulahyuningsih,E,Daryo, Y.A., & Safitri, “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya:
Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural,
Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa,” Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 12, No.
1 (2020): 134-48.

3 M.Abbas,A F., & Eliza, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Fikih,” FUADUNA : Jurnal
Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan 2, No. 1 (2019): 10.



Sementara itu, WHO sendiri mengklaim bahwa khitan perempuan atau
FGM (female genital Mutilation) adalah terdiri dari semua prosedur yang
melibatkan pengangkatan sebagian atau total dari alat kelamin eksternal atau cedera
lain ke-organ genital perempuan untuk alasan non-medis. Meskipun khitan
perempuan atau FGM (female Genital Mutilation) telah diakui secara internasional
sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan undang-undang untuk melarang praktik
tersebut di berbagai negara, namun praktik tersebut masih dilaksanakan di 30
negara di Afrika dan di beberapa negara Asia Timur Tengah. Termasuk juga
kelompok-kelompok etnis tertentu dibagian negara Amerika Tengah dan Selatan.

Dalam istilah kedokteran, khitan disebut sirkumisasi (circumcision), female
genital mutilation/cutting (FGM/C). Istilah ini berarti cutting arround (memotong
melingkar), secara spesifik merujuk kepada aturan atau prosedur pemotongan alat
kelamin laki-laki. Selain itu istilah female genital mutilation lebih dekat dengan
pengertian damaging (perusakan), walau istilah ini bermakna politis dan sering
digunakan sebagai alat advokasi oleh aktivis hak-hak perempuan tetapi WHO juga
menggunakan istilah ini.

Menanggapi persoalan hukum khitan perempuan itu sendiri, para ulama
mengkaji dan mendiskusikannya secara mendalam, melalui lembaga fatwa di
Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya No 9A Tahun 2008

tentang hukum khitan bagi perempuan adalah makrumah (kemulyaan).

4 Marlinda Erwanti, Rahayu, and Elfia Farida, “Kajian Yuridis Female Genital

Mutilation(FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital
Mutilation Di  Indonesia),” Diponegoro Law  Review 1, no. 4 (2012): 4,
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/781.



Khitan bagi laki-laki maupum perempuan termasuk fitrah dalam Islam.
Pelaksanaanya dinggap sebagai ibadah, karena banyak dalil dari Al-Qur’an maupun
Hadist yang menegaskan perintah terkait khitan. Fitrah sendiri adalah sunnah yang
diajarkan agama oleh para nabi. Menurut Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah
menjelaskan, bahwa fitrah terbagi menjadi dua jenis, yaitu fitrah yang berkaitan
dengan hati ma’rifatullah (mengenal Allah) dan mencintai-Nya. Kedua yaitu fitrah
amaliyyah, yaitu fitrah yang disebutkan hadist diatas’.

Dalam hal ini Lembaga fatwa Darul Ifta’ Mesir berdasarkan fatwa Khitan
Wanita Nomer 4678 Tahun 2011, melarang atau mengharamkan adanya praktik
khitan perempuan, karena dapat membahayakan bagi perempuan itu sendiri. Darul
Ifta’ Mesir menyatakan keharaman dalam praktik khitan perempuan merupakan
pendapat yang benar karena untuk kemaslahatan manusia, terlebih kebiasaan atau
praktik ini bertentangan dengan syariat dan hukum positif.

Darul Ifta” Mesir sendiri juga menegaskan bahwa khitan perempuan itu
adalah sebuah tradisi bukan sebuah syari’at dalam Islam. Isu terkait hukum khitan
perempuan dalam Islam bukanlah hal baru. Baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadis
banyak yang menyinggung tentang HAM, perlindungan perempuan serta tanggung
jawab manusia terhadap Allah, manusia, dan alam. Sudah selayaknya hukum Islam
harus mampu menyuarakan dan menjadi solusi bagi masyarakat atau publik terkait

isu-isu kemanusiaan dan lingkungan®.

5 Suraya Nursah Sulthan, Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya

Kecamatan Makassar Kota Makassar,2017. him 34.
¢ Mudhofir Abdullah, misail Al-fighiyah: Isu-isu Fikih Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit
Teras,2011). 35-36.



Di kalangan ulama sendiri terkait hukum khitan terhadap perempuan
terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib ada juga yang
mengatakan sunnah. Quraish Shihab dalam bukunya berkata “bahwa tidak ada
hadist yang shahih terkait khitan pada perempuan”. Sedangkan, menurut ulama
Mazhab Syafi’i, yang di nyatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ bahwa
khitan perempuan merupakan kewajiban untuk laki-laki dan kemulyaan untuk
perempuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis terfokus melakukan
penelitian terhadap perbedaan antara fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga Darul Ifta’ Mesir, terkait hukum praktik
khitan bagi perempuan melalui analisis yang berpijak pada teori Dawabit al-
maslahah yang dikemukakan oleh Ramadhan al-Buthi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan
rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ini :

1. Bagaimana fatwa MUI tentang khitan terhadap perempuan jika ditinjau

melalui teori Dawabit al- maslahah?

2. Bagaimana fatwa Daarul Ifta’ Mesir tentang khitan terhadap perempuan

jika ditinjau melalui teori Dawabit al- maslahah?
C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas maka, dapat diketahui tujuan

penelitian ini antara lain:



1. Mengetahui hukum khitan perempuan menurut lembaga MUI dan
hukum khitan menurut lembaga Darul Ifta’ Mesir.

2. Mengetahui istinbath hukum yang digunakan dari kedua lembaga
tersebut perihal hukum khitan perempuan tinjauan maslahah.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis

maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penetilian ini diharapkan menjadi sumbangsih keilmuan
terkait perbedaan hukum khitan perempuan menurut MUI dan Daru
lIfta’ Mesir.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada penulis, mengenai

hukum khitan terhadap perempuan.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai
sumber diantaranya adalah skripsi dan jurnal terkait hukum khitan bagi perempuan.
Sehingga penulis dapat menggumpulkan beberapa data supaya dapat dijadikan
perbandingan antara peneliti ini dan sebelumnya. Adapun sumber atau hasil telaah
peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Malik Ibrahim yang berjudul “Khitan
Terhadap Perempuan Bedasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”,

skripsi ini membahas tentang hukum khitan bagi perempuan dengan menggunakan



perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam’. Hasil penelitian hukum positif dari
skripsi ini adalah bahwa praktik khitan perempuan ini tidak lah efektif dan tidak
higenis karena cenderung kepada menghilangkan libido bagi perempuan.
Sedangkan hukum islam sendiri melalui Fatwa MUI mengatakan hukum
melaksanakan khitan perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya termasuk
bentuk syari’at Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rendi Ahmed Setiawan yang berjudul
“Khitan Wanita dalam Pandangan World Health Organization (WHO) dan Ormas
Islam Indonesia”, skripsi ini membahas tentang hukum khitan perempuan menurut
WHO dan Ormas Indonesia®. WHO sendiri mengklaim bahwa praktik khitan
perempuan adalah tidakan traumatis yang dapat merugikan wanita dan kesehatan
dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan Ormas Islam sendiri
membolehkan praktik khitan perempuan karena dianggap sebagai syari’at islam.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Amin yang berjudul “Status Hukum
Khitan Perempuan Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam”,
jurnal ini membahas status hukum khitan prempuan di Indonesia adalah bahwa
praktik khitan perempuan tidak termasuk dalam kategori tindakan medis®. Namun,
secara umum setiap negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak

perempuan sebagaimana yang tercantum pada UU 36 tahun 2014 praktik

7 Malik Ibrahim, “Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008), ” Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah,2022 hlm. 12.

8 Rendi Ahmed Setiawan, “Khitan Wanita Dalam Pandangan World Health Organization
(WHO) Dan Ormas Islam Di Indonesia, ” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 13.

° Ibnu Amin, “Status Hukum IslamPerempuan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
Dan Hukum Islam,” Journal Al-Ahkam 23, No. 2 (2022): hlm. 3-4.



kedokteran dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan status hukum
islam tentang praktik khitan perempuan ini adalah syari’at, sunnah yang di
perintahkan oleh Rasulullah SAW.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fashihuddin yang berjudul
“Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Dar Al-
Ifta’ Mesir)”, jurnal ini membahas perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dar Al-
Ifta’ Mesir dengan fatwa MUI Indonesia. Fatwa MUI membolehkan praktik khitan
perempuan karena berlandaskan hadist nabi. Sedangkan Dar Al-Ifta’ Mesir
melarang karena itu dapat menyebabkan bahaya bagi perempuan dan kesehatan
bagi perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang dan argumentasi
atas penetapan fatwanyalo.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penulis menemukan beberapa
persamaan. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas karena
penelitian ini lebih berfokus kepada penggunaan teori. Teori yang digunakan
penulis adalah Dawabit al- maslahah.

Dari semua penelitian di atas lebih fokus ke pembahasan tentang
perbandingan hukum khitan pada perempuan dengan menggunakan teori maqashid
syariah. Pembahasan hukum khitan perempuan dengan menggunakan teori
Dawabit al- maslahah itu belum ada, maka dari itu penulis menggunakan teori ini
karena dapat menerangkan prinsip kemaslahatan dan tidak lupa menjunjung

batasan-batasan tertentu.

10 Muhammad Fashihuddin, “Sirkumsisi Perempuan Dalam Islam (Studi Komparatif

Fatwa MUI Dan Dar Al-Ifta’ Mesir),” LoroNG 9, No. 1 (2020): 58-59.



E. Kerangka Teori

Praktik khitan perempuan merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan
oleh sebagian umat muslim di dunia. Akan tetapi, sebagian umat muslim di dunia
juga ada yang tidak melakukan praktik khitan pada perempuan, karena sebagian
dari mereka menganggap itu adalah sebuah tindakan yang tidak efektif atau higenis
karena dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan.

Dengan demikian, yang menjadi fokus penulis dalam penelitian hukum
khitan perempuan menurut fatwa MUI dan fatwa Darul Ifta” Mesir adalah mengenai
teorinya. Sehingga penulis memandang bahwa teori Dawabit al- maslahah adalah
teori yang tepat untuk mengkaji penelitian ini.

Kata Dawabit yang dimaksud bukan mendefinisikan maslahah, tetapi
membatasi atau memberi batasan-batasan definisi maslahah menurut syariah.
Dawabit sendiri merupakan alat untuk menguji dan menyeleksi setiap maslahah dan
merupakan validasi kesyariahan sebuah maslahah yang baru, yang di mana itu
dipakai sebagai sumber hukum Islam'’.

maslahah secara bahasa atau etimologi berarti kemanfaatan, kebaikan, dan
kepentingan. Sementara secara terminologis, maslahah telah diberi muatan makna
oleh beberapa ulama usul al-figh. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), misalnya,
mengatakan bahwa makna asli dari maslahah adalah menarik/mewujudkan
kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (jalb manfa, ah atau

daf,, madarrah)'®. Pengertian maslahah juga dikemukakan oleh Izz al-Din Abd al-

' Ahmad Fauzi, “Al-Maslahah Al-Syar’iah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab
Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti),” Jurnal Tribakti 27, No. 2 (2016): 311.
12 Ibid.



Salam (w. 660 H/1261 M). Dalam pandangan Izz al-Din Abd al-Salam, maslahah
itu identik dengan al-khair (kebajikan), alnaf, (kebermanfaatan), al-husn
(kebaikan).

Al-buthi mengatakan bahwa al/- maslahah dapat dijadikan sumber hukum
islam jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan Dawabit al- maslahah.
Kelima kriteria tersebut adalah:

1. Masuk kedalam cakupan al-maqoshid al-syariah yang lima

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an

3. Tidak bertentangan dengan al-sunnah

4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas

5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi atau

lebih kuat'.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
bertahap mulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data yang
bertujuan untuk memahami suatu perkara, peristiwa atau masalah tertentu. Maka
dari itu metode yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Jenis
penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku
referensi serta hasil sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk landasan

teori mengenai masalah yang akan diteliti. Kepustakaan bisa juga disebut

13" Ibid, hlm. 312.
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teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap
buku,literatur,catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang
ingin dipecahkan'.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif yaitu
penelitian yag mendeskripsikan nilai masing-masing variabel, baik satu
ataupun lebih. Sementara itu komparatif yaitu jenis penelitian untuk
mengetahui variabel tersebut memiliki perbedaan atau tidak dari objek yang
diteliti. Pendapat lain mengatakan Studi atau penelitian komparatif adalah
sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar
tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab
terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu'’.
3. Pendekatan penelitian
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
Pendekatan normatif adalah pendekatan kepustakaan yang mempelajari
buku-buku dan data-data yag berhubungan dengan penelitian ini.
4. Sumber data
Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua antara lain adalah :
a. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu pada penelitian ini adalah Keputusan

14 Milya Sari and Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam
Penelitian  Pendidikan  IPA,”  Natural  Science 6, no. 1 (2020):  41-53,
https://doi.org/10.15548/nsc.v6il.1555.

15 Undang Syaripudin et al., “Studi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means
Dan Self Organizing Maps (SOM) Clustering Pada Basis Data,” Jurnal Istek 7, no. 1 (2013): 135.
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008.'
Selain itu sumber primer dari Lembaga Darul Ifta’ Mesir
ialah fatwa Nomer 4678 Tahun 2011 tentang khitan
perempuan dan fatwa nomer 5832 Tahun 2021 tentang

hukum khitan perempuan menurut syariat Islam.!”
b. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah: Laporan Hasil
Penelitian PSKK UGM, 2017, ‘Female Genital Mutilation /
Cutting: Standing between the Tradition and Modernity’,
putusan Majelis Kesehatan Dunia yang mengeluarkan
Resolusi WHAG61.1 tentang Penghapusan FGM, dan sumber

sekunder lainnya.
5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kepustakaan (library research). Yaitu teknik pengumpulan
data yang melakukan telaah terhadap buku, literatur, cataan, dan berbagai

jenis laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

G. Sistematika pembahasan
Sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis untuk
mempermudah penyusunan, agar dapat memberikan pemahaman yang struktural

dan mudah dipahami maka penulis membaginya menjadi lima bab yaitu:

16 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008

7 Fatwa Darul Ifta> Mesir Hukum Khitan Wanita Nomer 4678 Tahun 2011,
https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/14888/%d8%ac%d8%aa%d8%a7%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab
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Bab pertama berisi tentang pemaparan umum penelitian ini yaitu latar
belakang yang menjelaskan tentang alasan penulis mengambil penelitian ini dan
masalah-masalah di dalamnya, kemudian rumusan masalah yang menjadi objek
penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga terdapat tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang dijadikan sebagai pisau analisis
dalam penelitian ini, yaitu teori Dawabit al- maslahah.

Bab ketiga membahas pandangan Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI), dan pandangan lembaga fatwa Darul Ifta’ Mesir terkait hukum khitan
perempuan. Dalam hal ini kedua Lembaga diatas dijelaskan terkait konsep
perbedaan hukum khitan perempuan. Selain itu dalam bab ini akan menjelaskan
tentang latar belakang berdirinya kedua Lembaga tersebut serta alasan
diputuskannya fatwa tersebut. Pandangan MUI mengenai hukum khitan perempuan
dan Darul Ifta’ Mesir tentang khitan perempuan untuk mengetahui atau
memperoleh gambaran utuh mengenai hukum dari khitan perempuan. Materi ini
merupakan pokok pembahasan yang harus di kuasai oleh penulis yang ingin
mengkaji tentang perbedaan hukum dari kedua Lembaga tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis Dawabit al- maslahah terhadap fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Ifta’ Mesir tentang hukum khitan pada

perempuan.



13

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada, serta memuat saran-saran, dan

penutup dari objek kajian pembahasan dari penelitian ini.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

l. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang khitan perempuan dapat
dipahami lebih dalam jika kita menggunakan teori Dawabit al- maslahah. Teori ini
adalah bagian dari usul figh yang mengkaji prinsip-prinsip maslahat (kebaikan atau
manfaat) dalam penetapan hukum Islam. Dawabit al- maslahah berfokus pada
bagaimana menilai dan menentukan maslahat dalam konteks hukum.

Dalam konteks khitan perempuan, fatwa MUI yang dikeluarkan pada 2008
menyatakan bahwa khitan perempuan adalah sunnah, tetapi bukan kewajiban.
Fatwa ini menyarankan agar khitan perempuan dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip kesehatan dan tidak menimbulkan mudharat (bahaya) bagi perempuan
tersebut.

Jika kita menilai fatwa ini melalui teori Dawabit al- maslahah Jika kita
menilai fatwa ini melalui teori Dawabit al- maslahah hukum khitan terhadap
perempuan bertentangan dengan kriteria pertama maslahat. Artinya, hukum islam
yang termuat dalam fatwa MUI belum merepresentasikan nilai yang termuat dalam
prinsip pemeliharaan terhadap jiwa.

2. Secara umum, fatwa Dar al-Ifta’ Mesir menyatakan bahwa khitan
perempuan tidak wajib dan bahkan bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip kesehatan dan kemanusiaan modern. Mereka berpendapat bahwa khitan
perempuan sering kali tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan dapat
menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Dalam konteks ini, prinsip Dawabit

al- maslahah, yang menekankan perlunya mempertimbangkan maslahat dan

82
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mencegah mafsadah (kerugian), mendukung pandangan bahwa khitan perempuan
dapat membawa lebih banyak kemudaratan daripada manfaat.

Fatwa-fatwa 1ni sering mencerminkan pertimbangan bahwa khitan
perempuan, yang sering dilakukan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan standar
medis, tidak memenuhi kriteria maslahat yang menguntungkan dan lebih mungkin
menimbulkan mudarat (kerugian). Oleh karena itu, Dar al-Ifta’ Mesir menganggap
bahwa praktik khitan perempuan tidak sejalan dengan prinsip maslahat dan tidak
layak untuk diteruskan dalam konteks hukum Islam yang modern. Penting untuk
diingat bahwa interpretasi dan aplikasi fatwa bisa berbeda di berbagai wilayah, dan
setiap lembaga fatwa mungkin memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan

konteks lokal dan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan
membandingkan fatwa dari lebih banyak lembaga keagamaan di negara-negara
lain, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terkait khitan perempuan, agar

menghasilkan kajian yang lebih beragam dan mendalam.
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